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I, PENDAHLULLUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menvatakan bahwa pembahagian
daerab Indonesia atas daemh besar dan kecil serta susuman pemerintahantya
ditetepkan dengan undang-undang, dengan mengingat dan memandang dasar
permusvawaratan dalam sistem pemenntahan negara dan hak asal usul dalam
daerah vang bersifal istemews.  Menunjukan kepada penjelasan pasal 18
tersebut antara lain dikemukakan bahwa ke dalam daerah vang bersifat istimewa
dimasukan “zelf bestuurends zan scheppen™ dan “volks gemenscheppen” sepert
di Jawa dan Bali, Dusun dan Marga/Pasirah di Pelembang, Wagari di Sumatera
Baral dan sebagzinyva elch karena itu mempunyas susunan asl,

Selanguinya dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia Menghormati
daerah-daerab istmews tersebut dan segzla peraturan negara vang menpenai
daeral 11 akan mengingal hak-hak asal-usul daerab tersebut. Kemuodian dalam
amandenen Undang-Undang Dasar 1943 secarz tegas dijelaskan dan diator
dalam pasal 18 awvat | © Negarz Kesatuan Republik Indonesia dibagar atas
dacrah-daerah propinsi dan dzerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, vang
Liap-tiap propinsi, kabupalen dan kota mempunval pemerinizhan daerah vang
deatur dengan undang-undange.  Avar 2 Pemerimtahan daerab propinsi, daerah
kebupaten dan kota mengater dan menguros sendinl urusan pemenniahan
menerut asas dlonoemi dan wgas pembentvan. Aval 3 ¢ Pemenmtaban dagrah
mieralankan otonomi seluas-luasnva keculal vrasan pemenntahan vang oleh
undang-undangditentukan  sebapgar vrusan pemenntahan pusat. Avata 7
Susunman dan tata cara penvelenpearaan pemerintah daerah di atur dalam

pndang-undang (LD 1945%



Kemudian dalam pasal 18 B avat | ditegaskan negara menpakui dan
menghonmat: satuan-satuan pamarintah dacrah vang bersifat khusus atau bersifar
Magan vang diatur dengan undang-undang.

Secara historics “Nagari” di Sumatra Barat aau Minangkabau
khususnya adalah merupskan bentuk “Megara” vang berpemerintahan sendin
(olonom), Nagar merupakan satu kesatuan masvarakat hukum adat vang sudah
tua ustanya

Dalam vaman orde baru “Nagan™ sehagai unit pemerintah terendah
telah mengalami beberapakali perbaikan vainy dengan kefuar Sural Keputusan
Gubernur Sumatra Barat Nomor [5/ GSB/ 1968 Gadan Musvawargh MNagan
dilapus dan diganti dengan lembapa Rapat Nagari Kemudian melalui Surat
Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor <156/ GSB/ 1974 Lembaga Rapat
Negart dirobah Tagr menjadi beerapatan MNagan, Denean curat kepuiusan
Gubernur Sumatrs Barat Nomor 155/ GSI 1974 ditetapkan pokek — pokok
pemenntahan napan secara lormal.

Diawali dengan keluarnya undang - undang Nemor 50 1979 seqak
tanggal | Desember 1979 membaws perobahan dan pengaruh vang besar
erhadap pemerimtahan,  Nagar dikota Padang khususnve dan Sumatra Baral
umumnya . Perobaban dan pengarch i dimofai terasy sekall ketiks pemerintah
dacrah mencrapkan amanat vang terdapst dalam undang — undang MNomor 3
Tahun 1979 vaiie dengan dikentisk dan berfakunve Peraturan daerah Nomor 7
tahin 1981 tentang Pembentukan  Pemecahan Penyvatuan dan Pengapusan
Magan dabwm provins ducrah tinekat 1 Swmatra Bars

[engan berlakunva Peraturan Dacrah Nomor Fiahun 1981 L Terasa bahwa
pemenntah daeralt mulal “mengabdi” pada pola pemenihan terbawah vany
diinginkan oleh pemerinteh pusa vaity nola penveracaman bentuk pemerintaban
terbawih menjadi “Pemerimiah Dasa = sebapai tindak Tanp dari Peraturan

[raerah nomor ¥ oabun 1981 Guberngy Sumaira Rara mengetuarkan Surar

—



Keputusan Momor [61/ GSB/ 1983 tentang pemerintahan desa di provinsi
Sumatra Barat “dengan demikian unit pemerintahan terendah mengalami
perobahan secara drastis yvailu dan © Magar menjadi DDesa danKelurahan™ |
“Magari” sebagm unit pemerintaban ferendah di Sumatra Barat menjadi
kelulanganroh” .nagan nidak lagi schagai unit pemenntahan terendah tetapi
sudah beralth fungsinya yaitu semata-mata merup[akan kesatuan masvarakai
hukum adat seperni vang diatur dalam Perda Nomor 13 tabuen 1983, terutama

dalam pasal 2 discbutkan :

“Ditetapkannya  Jorong  menmadi Desa  dan atay  Kelurahan
berdasarkan Undang-undang Nomor % Tahun 1979 maka MNapari
bukan lagi berkedudukan secbapai unil Pemerntahan Terendah di
Propinst Dacrah Tingkat | Sumatera Barat akan telapi semata-mata
merupakan kesatuan “masvarakat hukum Ada™,

secara vunidis Svrat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor.
162/GSEY83 dan Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 1933 vang merupakan
pelaksanaan dari Undsz-undang romor 5 Tahun 1979 secara nyata telak
memisahkan  secara  tajam  antarz Cunsur adst” denpan “administrasi
pemenniahan” vang diserahkan kepada “Pemenmahan Desa™.

Mengingst kembali kesistem  Pemerintahan Magari mi  mendapat
perhatian khusus dan Pemerimahan Tingkat | Sumatera Barat karena penataan
kembali norma-norma secial budava dan perckonomian masvarakat, karena
MNagari merupakan “basis atau ujung tombak” dalam menjalankan roda
pemerintahan dan reda pembangunan

Masalah vany dirasakan oleh masvarakat adalah belum ersedianya
nomma ataw hukum yang akan diberlakukan, penentan konsepbatasan napari
vang dikaitkan denpan ckonomi dan social budava yang sesuat densan filosofi
masyarakat Sumatera Daral yang selama e telah tercabik-cabik karens

pemberiakuan undang-undang nomor 3 tabun 1979, kalau masalah in ddak



ditanggulangi dengan cepat maka tujuan untuk kembali ke pemerintahan nagari
akan sia-sia belaka.

Penelitian  scbelumnva  adalah  baru  berupa  “ontuk micnztakie
sejauhmana maksud untuk kembali ke sistim pemerintalian nagmri” {excecutive
summary, 1999}, Tetapi penelitran temtang “Penpembalian sistem pemerintahan
Desa ke sistem pemerintahan Nagarn” belum pemah difalukan Asumsinya
tidak adanva laporan penelitian ofeh penelitt ihni hukum dar ilme social pada
perpustakaan.

Penelitian ini perfu dilskukan untek mengetahul dan mengunpkapkan
kehijakan — kebtakan serta langkah vang diambil oleh pemerintah kota Padang
khususnve dan pemerintah dacrah tingkat 1Sumatra Barat omomnyva . vane
bekerjasama dengan tokeh - tokoh ada / agama dan para cendikiawan | karena
apabila odak adanva kebijakan-kebijakan tersehut maka tujuan kembali ke
sistem  pemenintahan  nagart tdak  akan  terselesaikan,  akibatnva  akan
mengancam atau tergangiu jalannva rdao pemernintzhan dan roda pembangunan

untuk masa depan.

1, PERUMUSAN MASALAH

Akibat pelaksanaan dan penerapan undang-undang nomaor 5 hun 1979
tentzng Pemerintahan Desa i Sumatera Barat dan Kota Padang khususaya t2lal
menimbulkan beberapa persoalan vang sangat mendasar vaiiu
Penama, masyarakal di Sumaters Barat tdek mengenal “dese™ sebaga bentuk
pemennizhan terendah’terbawah karena secara structural model 100 ads dun
tumbuh dalam kulter masvarakat Jawa.
kedua, stz uni mana yang akan dijadikan desa apakaha Nagan atau Jorong,
Penetapan Jorong  scbapar Desa tidak memiliki persvarsian sebagai unit
pemertmtphan vang wtuh tefetams deerak-daerah di Yuar Puadu Jawa (Salde [sra,

2O0005F



Drsamping itu penggantian dan pengermbalian dari sistem pemerintahan
Desa ke sistem pemerintshan Napari tidak dapat diartikan hanva sekedar
pengeantian istilah atau penyebutan saja, tetapl terjadi perubahan filosof
permerintahan dari vang bersifat sentralistik dan birokratik, menjadi sistem yang
lebity demokratis, memiliki kemandirian, peran serta seluruh masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat yang bersumber dar otonomi asli sebagaimana yvang
dimaksud dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang “Pemnerintahan
Magan”, Undang-undang ini memberi kemungkinan umuk kembali kepada
“distem Pemerintahan Nagar™ scbagaimana vang distur secara tegas dalam
pasal 1 huruf o ditermukan Desa atau nama lain menyatakan -

“Kesatuan  masyarakal  hukum vang mewakili  kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakal setempat unttuk
mengatur dan mengurus kepentinean masvarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan  adat istiadat setempat vang diakuei dalam  sistem
pemerinizhan nasional dan berbeda di knbupaten™

Dengzan kembalinya ke sistem Pemenntahan Magan maka akan terjadi
beberapa perobahan vang sanpat mendasar antarg lain - peraturan vang akan
diberiakukan, kansepsi nagari vang akan dipakai serta masalah asser nagari vang
ada kartannyva dengan perckonomian masyvarakat,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diramuskan empat msalah pokok
dalam penelitian i, vaii -

Pertama, Konsep dan batasan nagan manakah vang akan dipergunakan di Rota
Padang khususnya dan Sumatera Barat Umameya?

fedua, Bagaimanz pengarchnva terhadap perckonomian sctelah kembal ke
sistem pemermighan nagan”

fetira. Apakah sudah tersedianva peraturan atag norma-norma VAT menunange

untuk kembali ke sistem pemerintahan nagar?



Keempar, Kendala apa vang dibadapi olch pemenntah dan wkoh adat Kot

Padang, Dan Sumatera barat umumaya untuk kembali ke sistem pemerintghan

MNagari?

UL Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pengembangan mata
kubish Hukom ferutama mata Kulizh Hukum Adat, sosivlogt hukum dan solysi
bapi pemerintah daerah tingkat 1 Propinsi Sumatera barat dalam pembeniukan
kembali sistern pemeriniahan nagari,

Pertame, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sesuaiy rekomendasi
terhadap kebyakan pemerintahan dacrah ungkat | Cropinst Sumalera Barag J
bidang bukum, social budaya (kulur) dan ekonomi, Rajan soisla budayva
maksudiva untuk memberikan gambaran tentang umphkastpenerapan kembali
sistem pemerintahan nagar vang telah ditingealkan tebih kurang 20 tabun,
Fuodie, untuk membenkan  masukan vang objekul wnang pola/pendapal
mengenal batasan dan pengenian, apakah nagan dalam pensenizn histories atau
nagan datam artian undang-undang notmor 22 tahun 1999 viange konsepst dalam
perspektt reformasi pemennizh.

fenipa, bahan masukan bani penentu kebijaksanzan (dacrah dan pusas) aparat
pencgak hukum ataw lembaga-lembap tertenty vang terkait dengan sistem

pemerinizhan nagari.

V. METODRE PENELITIAN
L. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah penelitian dilakuken secara vuridis cmpirs dengan
menclaah aturan-miuran bukem positit dan penerapan hukumnya di lapangan
dart maslah vang diteliu. Penclitian i bersifm  eksploitsi denpan

menggunakan metode  deskripst dan pendekatan sesioiogi hokum uncuk



mengumpulikan pendapat, pandangan dan sikap masvarakat denpan memberikan
masukan atau konstribusi untuk kembali ke sistem pemenntahan nagari.
Penantkan  kesimpulan  mengpunakan  penalaman dedukst dan
menganalisisnya berdasarkan hasil temuean lapangan dengan relevansi masalah
pade masa depean dan dapat dipercava kesghihannya (Allen, (987, 79 Paton,
1990:461). Pembahasan melalln metode  deskoipst analisis untuk

mengeambarkan peraturan yang berlaku dikeitkan dengan konsep hukom dan
nilal budaya atau kultur nagar di daerah ing

1 Sumber Data

Peneliban kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder
berupa | Bahan hukum promer, sepert, undarbg-undang, peratsran daerah,
sural keputusan, tubisan dmah, makalah 2. Baban hukum sekunder seperti data
atay dokumen yange berasal dan Biro Pemenntaban Desa sekiretanat Daerah
Propinsi Sumatera Barat, 3. Bahan hukum tertier sepertt purnal hukum, sorat
kabar dan kamus.

Penelian lapangan dilakukan uniuk memperoleh daa primer mengeunakan
prosedur pengambitan secara “snow ball method” dengan bentuk wanwancan
mendalam  secars lerstruktur dengan jumlah responden vang dignhib atao
ditentukan dr lapangan. fumlah pepulasi vang dijadikan sample akan ditetapkan
kemudian untuk memperoleh hasil vang lelih valic dan akurar,

3, Lokas Perelitian.

Lokas: pepefitian adalah di daerab Propinst Timgkat | Sumatera  Baral,
khususnva di daerah Kota Padang dengan luas wilavah 694 96 km® vang terdin
dari 11 kecamatan dan 193 kefurahan dengan jumlah penduduk 752100 jiwa,
denpan pernekaran nagan yvang direncanakan 88 buzh dan 42 buah yang swdah

ada 121 Kota Padang ini berdomisili berbagm etnis selain Minanekabaw sebagal



penduduk ashi juga Mentawai. Tionghoa. WNias, Batak. Jawa dan [ndia
mempunyai keanekaragaman nifai budava. Disamping itu pemilihan tempat ini
menjadi  Jokasi penelitian dengan  pertimbangan MASNg-nasing  pasan
mempunyal derajal keunikan dalam kehidupan social, budnya, dan ekonomi
serta diangeap sebaga) “organizing domain”™ sebab situzsi social Budave pada
lokasi penelitian ini merupakan “muara banvak dalam masalah kembali ke

sistem pemerintahan nagari”  vang dapat memberikan informasi dan jawaban

terhadap masalah vang ditelin

4. Prosedwr Pengumpulan Data

Untuk penelitian kepustaksan dipakai sistem kariu {card svstem’. bahan VAN
dicatal dalam kartu meliputi masalah vang ditelit, kajean di ndang hukum adal
dan sosilopi hukum, argumentasi langkah vanp diambil sers alternatid
Pemecahan masalah

Dalam mengumpulkan data lapangan dipakai metode baola saljulsnow  hall
method).  Dalam metode ini dikempulkan date dari responden dan subjek
penelitian atau tokoh masyarakat vang mengetahui masalah Subiek penelitian
adalah mereka vang menzetahui dan terlibat dalam penempan kembali ke sistem
pemenntahan nagan yang divawancarai secara mendalam (depth interview)
subjek penelitian terdini dar @ [ Ketua Kerapatan Adat Nawan (KAN)L 2.
Kepala Desa. 3.0 Wali Nagart, 4. Tokoh AdatAsama, 5 Warga Etnik Ve

berbeda vang berdram di napan terscbu

3, Penzolahan dan Analisis Dada.

Data yang dikumpolkan umumnya bersifar kualitatit, seperti pendapat,
pandangan ataupun penpalaman subjek penelitian vang tidak dapat dinkur, Dam
pendukung bersifar kuantitanl dari bahan hukum sekunder diolah dengan

memakal tabel (wbulasi) senz dignalisis melslu penelitian hukum normatl



berdasarkan teori hukum adat dan sosiologi hukum, agar mudah memecahkan,
menafsirkan dan memahami, pengembalian  sistem pemerintahan  nagai

Akhimya hasil analisis i akan dapat disimpulkan dalam bentuk laporan
nenelitian,

V. KESIMPLULAN DAN SARAM
Berdasarkan hasil penclitian i atas, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan dan saran-saran, shb
V.1 Kesimpulan,
5. Konscp'batasan nagard vang dipergunakan dikotg padang dengan konsep
nagari yang terdapat pada kabupaten mempunvai perbedaan dan
penpatumannya jugs berbeda D Kotz Padenp hanva dikenal jstilah
“Magan” vangsudah ada sepak zaman pengajahan Hindia Belands, dan
bukan Pemenntahan Nagar yang hanva dikenal pada pemerimahan di
tingkal kabupaten di Sumatern Barat. Yang dimaksudkan dengan napari
di kota, adalah - kesatuan masvarakat bukum adat dalam dastah Propins
Sumatera Barat yang erdini dan himpunan  beberapa suku Vit
mempurival wilavah dengan batas-batas lertentu, mempunyvai kekavaan
sendirt, berhak mengatur dan mengures remah tangganva sendin dan
memithh pimpinan,  Dasar pembentukan pagan di kola melalu
reputusan CGubernur Sumaters Barat Nomor 36 tmhun 2003 tenlanyg
Pedoman Umum Melaksanakan Nagart do kota dalam propinsi Sumaters
Baral, sedangkan pemermtabon nagan (yang ada banva  ditingkat
kabupazen) adaluh | satuan pemeriniah otonomberdasarkan asat-usil di
nagan dalam wilavah propinsi Sumatera Barat vange berada dalam sistem
pemerintaban Weera Resatwan Republik Indonesiz (NERIDY  Dasar
pembentukan pemenntahan nagan di kabupaten adalh : Peraturan Daerah
Propmst Sumaters Barat Nomer 9 tabun 2000 tentang Kelentuan Pokak

Pemenntihan Napaqn,



6. Pengaruhnya terhadap perckonomian setelah kembali ke  sistem
pemenntahan nagari, Kalau sistem pemerintahan nagari di kabupaten
ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian, hal ini dikaitkan
dengan harta kekayaan nagan (pasal 7 Perda No. 9 tghun 2000 dan
pendapatun  dan perertmaan dan nagan (pasal & Perda No. 9 tahun
20001 Akan tetapi nagani dikota hanya berfungsi sebagai mitar dan
konsolidasi dart pemerinieh terendah (kelurahan) (pasal ¢ Keputuizan
Gubernur Sumaters Barat No. 36 tahun 2003 wangh berkaitan dengan
agam, adat istiadat dsan social budaya

7. Peraturan-peraluran atau norma-norma yang menjsdi paying untuk
kembali ke sistem pemerintahan nagan sudah ada, vaity eniuk nagan di
kola berdasarkan pada keputusan Gubemnur Propinsi Sumatera Haral
Momor 36 tahun 2003, sedangkan sistem pemerimahan nagan di tingkat
kabupaten berpedoman kepada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera
Barat Momor 9 tahun 2000,

& kendala vang dibadape oleh pemerintahan dan tokoh adat entuk kembali
ke nagan & kota dan sistem pemenntahan magar 4 Uingkat kabupaten
adalah sbb: untuk nagan di kota Padang kendala vang dihadagpi alsh
lerjadinvg kegamangan darl kelompok masyarakal vang pernah sustu
fase dinamis, keberadzan mereka di era olobalisasi berds  di
persimpangan jalan, dimana mereka metilike persepsi vang berbeda
dalam menalsitkan kembali ke akar budava untuk memaba maknn dan
nagari. 1isamping iy jugs wargs masyarakat vang hetoragenitas vang
terasal dan Tuar masyarakat Minanglabaw, Dilain pihak masyarakat kota
berads dalam masa transisi, disate sisi melanzgkah secara ridak pasti.
transisi dalam pengerian perubghan sebagad esensinva menpandung

xonllik dan bentuk perubahan dalam era globabisasi Adanva kondlik-



konflik dalam masvarakat koda vangsecara sederhana dapat dirumuskan
dapat diremuoskan kon ik antara tipa pihak, yaita -

Pertame, ajaran kehidupan  dalam  pengertian  filsafat adm vang
menegaskan cara berlikir dan sikap hidup sebagai orang Minangkabauy,
kedua, lembaga adat (institusi) vang funpsinva adaleh member bentuk
prakiis operasional kepada masvarakat.

Ketiga, adanya kebimbangan dari masvaraka: Minangkabau dalam
menerapkan ajaranajaran tersebut karena terkendals untuk melestarikan
kebenaran ajaran-ajaran tradisi yang disebabkan oleh melemabnya
matitusi - pemerintzhan fokal  modern yang  bernama  perangkat
pemerintahan  kefurahan,  Untok  pemerintaban nagari di tinpka
kabupaten  ferkendalavang dihalangi oleh tokoh adat adalab belum
terlaksananya kewenangan vang diberikan terhadap pemerintahan nagars
serta pengisian peronil yvang belum memadai vang merupakan salahsatg
kemsekwensi logss vane harus dimiliki dalam strukstur pemerimtaban
magart schagaimana vang deatur dalam pasal 7 oavat 3 Peratursn
Pemerinlah Momar 76 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenat Desa, bahwa perangkat nagari terdiri atas

unsur pelavanan {sceretariat nagan dan atau 190 esahs)

unsur pelaksanaar tekms lapangan

unsur pembantu lapangan wali nagan di wilavah basizn nagan, sepani

kepala jorongfjorongKampuang,

V.2, Baran-saran

3,

o,

Perfunve suatu Konsep atay batasan nagan yvang tegas antac nagar di
kota dengan poemerintahan sagan di tingkat kabupaten denparn peraturan
pelaksansannya serta penielasan dan pasal-pasal vabs,

Sehatknya nagan di kola jugs memberikan pemasukan pertumbuhan

perckonomian terhadap kota, sepertt pemermiahan nagars di tingka

Il



kabupaten. [Dengan demmikian Keputusan Gubermur Propinsi Sumatera
Baral Nomor 36 tahun 2003 perle ditinjau kembali terutama untuk
memberi kewenangan sepenvhnva terhadap nagan dalam mengelala
harta kekavaan nagzar.

Hendaknya  keputusan  wvang  dikelvarkan  olch  Gubemur  Propins
Sumatera Barat il diakwel dan ditenima oleh perundane-undangan
nasional  atau hukum  vang  berlaku  secara nasional di timpkai
pemerintahan pusal,

Terbadap masyarakat kota vang berasal dari kola Padang perlu
diterapkan falsatah adat Mmangkabau, yaite @ “hingeok mancakam,
tabang basitumpu”, maksudnva masvarakar pendatang dapat melcburkan
din dan bersatu dengan suku dimanz mercka berada.  Unwuk
menciptakan jiwa gotong rovone, kebersamaan delam perbedaan etnis
dan demokrast vang nerupakan cirn khas masvarakst Minangkabauy akan
tetap terpelihara dengan menerapkan falsafah adat, vaitu © “harek samo
dipikua,  ringan same dijimpeng”,  serta menchilangkan rasa
individualitas, Untuk permenntahan nagart di tingkat kabupaten perlunva
dukungzn moral. spritual dan finansial dan lembags-lembags nagan dari
masvarakal pagare sendim. schmpea wali napan sebagal pemimpin
pemerimtahan nagan  tdak Kembahh menjgdi Desa sepertd duly
mengikutijejak trokmatik, state, patemabisne ke aas kepads camat dan
seterusnya.  [Disampang tu perlunva o optimalkan penvelenggaraan
pemerintahan nagarl yaitu dengan jalan pemberdavaan terhadap potensi

suniber pendapatan napar.
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- Perda Nomar 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan., Pemecahan,
Pepvatuan dan Penghapusan Desa

- Perda Nomor |3 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemerimahan

- Perda Momor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuzn Pokok Pemenniahan
MNagar

- SK Gubernur Nomor 155 Tabhun 1974 fenlang  Pokok-Pokok
Pemerintehan Magari Dalam Propinst Dagrab T | Sumatera Barat

- %K Gubernur Momar 156 Tahun 1974 tentang Kerapat Adat Magarn
SKE CGubernur Nomor |57 tentang Tatz Cara Pemulbihan Wale Magan

- SK Gubernur Nomerl02 Tahun 1985 lemang Pemanfaatan Harta
Kekavaan Magar Dalam Propinst Daerah Tingkat 1 Sumatern Barsd
Perda Nomor @ Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemennahan
Magar
Keputusan Gubernur Sumaters Barat Nomor 36 Tahun 2003 tentang

Pedoman Limum Pelaksdanaan Magar D Kota Dalam Propimsi Sumatera
Barat



- Peraturan Pemerimah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan
Pemerintabin dan Kewenangan Propinsi Schagai Derah Otonam
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah

. Hasil Penelitian dan Jemal

Excecutive Summanv 1999 Fin  Peasbajion  Pemeronaban  Doeral
Surmetera Boeat,

Edwar St Purmuncak, 1998, Mempertahankan Eksistens: Nagari Dengan
Mengembalikan Sebagad U Pemerintahon Yevendat Dalam Propims Deeral;
Tinghat 1 Sumatera Borar, 1995 Makalah dalam Lokakarya temang Pandangan
Sumiera Barat Terhadap Rencana Perubahan Kebiskan Otonomi Dasrah.
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pemerintahan Desa, Padang,

Saldr, lsra, 2001, !'.-?.'-.."ru?gpl'".I:lr!.*::r;__:{ Nowor 22 Vel OO0 dan Poratran
Qaerah Nopiar 9 Tafer 20000 Makalah vang dissmpaikan pada tanpgal 7 - 19
Siptember 2001, di Padang Sumatera Bara

Bire Pemennahan Dess Schretanisl Dacrah Propinst Sumaters Barae
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Nty

Bappeda Padang, 2002, Poadung Dofom Anghe 2007, Bappede dan
Kantor Statisix Kota Padane

Bappeda Sumbar, 2002 Swmarera Burat Dalan Angka 2000, Bappeda
dan Kantor Statistik Sumatera Barai



